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Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Keberatan
secara  tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud
Pasal 9;
Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar;dan/atau
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

TATA CARA PENGAJUAN

KEBERATAN
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TENTANG

KETREBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB VIII

KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

MELALUI KOMISIS INFORMASI
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Bagian Kedua
Penyelesaian Sengkata Melalaui Komisis Informasi

Pasal 37

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisis Informasi Kabupaten/kota sesuai dengan
kewenagannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi Publik.

1.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam
waktu paling lamabat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

2.

Pasal 38

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau
Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik memalaui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lamabat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.

1.

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat dapat diselesaikan dalam wwaktu 100 (seratus)
hari kerja.

2.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan memalui
Mediasi bersifat finasl dan mengikat.

Lanjutan ....


